BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan tertib
administrasi pemerintahan gampong yang transparan
dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan
masyarakat gampong dan kualitas hidup manusia serta
penanggulangan  kemiskinan melalui pemenuhan
kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana
gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal serta
pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara
berkelanjutan diperlukan pedoman pembangunan
gampong, yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pembangunan Gampong;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh
Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pembangunan Gampong perlu disesuaikan dengan
ketentuan Pasal 32 dan Pasal 42 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pembangunan Gampong.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4179);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara 4633);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk
kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 114
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Gampong;



13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun
2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah
Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 9).

14. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati
dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh
Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN GAMPONG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Gampong
(Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 4)
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah sehingga Pasal 34
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 ayat (1) membahas hal-hal sebagai berikut:

a. mencermati ulang dokumen RPJMG;

b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen
RPJMG; dan

c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis
kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ Dberasal dari masyarakat Gampong dan/atau
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait;

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, dituangkan dalam Berita Acara dan menjadi
pedoman Keuchik dalam menyusun RKPG.

2. Ketentuan Pasal 49 ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu)
ayat yaitu ayat (5) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 49

(1) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran
Biaya;

(2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama
antar Gampong disusun dan disepakati bersama para
Keuchik yang melakukan kerja sama antar Gampong;



(3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh
tim verifikasi;

(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri :

a. unsur masyarakat Gampong;

b. tenaga pendamping profesional yang berkedudukan di
gampong (Pendamping Lokal Desa); dan

c. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait;

(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie {
pada tanggal 13 | HaaUawy 2017 M

Diundangkan di Blangpidie 1
pada tanggal {8 = 2017 M

19 R, Al 1438 H

‘{ Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPAT EH BARAT DAYA,

]

THAMRIN

BERITA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 5



